PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

J1. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI
Nomor : 421 /#43J7- Dikmen/V/2010
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA ASIH MALIDA
JALAN BALAI DESA NO. 2 JATIRASA KECAMATAN JATIASIH KOTA BEKASI UNTUK
MENYELENGGARAKAN SMK MALIDAR DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN : MULTIMEDIA DI
JALAN BALAI DESA NO. 2 JATIRASA JATIASIH KOTA BEKASI, MULAI TAHUN PELAJARAN 2009

/2010.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Membaca : 1. Surat permohonan dari Yayasan Putra Asih Malida Nomor :
418/YPAM/11/2010 tanggal 4 Februari 2010 perihal Permohonan Izin
Operasional SMK MALIDAR di Jalan Balai Desa No.2 Jatirasa - Jatiasih
Kota Bekasi;
2. Rekomendasi dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi
Nomor : 421.4/21-BPPT1/11/2010 tanggal 01 Pebruari 2010 tentang
Pemberian Izin Operasional SMK MALIDAR;

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan
pemerintah;

b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Putra Asih Malida Bekasi
telah mengusahakan didirikannya SMK MALIDAR di Kota Bekasi,

c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh
yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;

d. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c tersebut di atas dalam rangka
pemberian izin operasional SMK MALIDAR Kota Bekasi perlu ditetapkan
dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;

4. " Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3764);



Memperhatikan : X

Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tahun 2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/Kep.83-Hopem/2001 tentang
pendelegasian wewenang penandatanganan surat izin atau surat berharga
lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah Kota Bekasi;
Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Tata cara
Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota
Bekasi;

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor : 421/658-
Dikmen/11/2009 Tanggal 25 Februari 2009 tentang pembentukan Tim Studi
Kelayakan Izin Operasional Pendirian Sekolah dan Pembukaan Program
Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kota Bekasi Tahun 2009,
Hasil Pelaksanaan Studi Kelayakan pada SMK MALIDAR pada tanggal 03
Maret 2010;

MEMUTUSKAN

KESATU . Pemberian izin operasional kepada Yayasan Putra Asih Malida untuk
menyelenggarakan SMK MALIDAR dengan kompetensi keahlian : Multimedia
di J1. Balai Desa No. 2 Jatirasa - Jatiasih Kota Bekasi;

KEDUA :  Pemberian izin tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang
mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib memberikan laporan keadaan
sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;

KETIGA . Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur
dalam ketentuan tersendiri;

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
seperlunya.

Tembusan Yth :

Gubernur Jawa Barat;
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Walikota Bekasi;

Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;

Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
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PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JI. Jend. A. Yani No. 1 Telp. (021) 88855450 — 8891767 Ext. 219/232
BEKASI
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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR:  421,4/21~ wppp 1/11/2010

TENTANG

PEMBERIAN REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) MALIDAR KEPADA YAYASAN PUTRA ASIH MALIDA

Membaca : Surat Ketua Yayasan Putra Asih Malida Nomor
421.6/016/SMK .Malidar tanggal -- Juli 2009 Hal
Permohonan Rekomendasi Pendirian SMK Malidar.

Menimbang : a bahwa dalam rangka ‘pengendalian, pengawasan,
legalitas formal dan tertib administras; pendirian
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Malidar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas,
maka pemberian rekomendasi  dimaksud perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Bekasi.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );

3. Undang-Undang Nomor .28 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 443 0);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844); :

5. Peraturan -Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun' 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 473 )

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474 1);

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008
tentang Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09 seri
D);

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987
tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas
Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada
Pemerintah Daerah; ;

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
060/U/2002 tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian
Sekolah;

3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 529/C/Kep/X11/1993 tanggal 03 Desember
1993 tentang Pembukuan Type Sekolah Menengah
Umum;

4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan
Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-
syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Jenjang
Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003
tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian
Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Memberikan Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Malidar kepada Yayasan Putra Asih
Malida yang beralamat di Jalan Balai Desa No. 2 RT. 01/04
Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, berdiri
diatas tanah milik Drs, M. Siregar seluas 2.150 m?;

Pemberian - Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum
KESATU keputusan ini dengan mewajibkan kepada
Yayasan Putra Asih Malida untuk memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut :



KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

by =

Luas tanah yang dimiliki/dikuasai minimal 5000 m?;

. Pengurus Yayasan wajib merubah status kepemilikan

tanah menjadi milik Yayasan Putra Asih Malida;

- Pengurus  Yayasan segera menyelesaikan Izin

Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL), Siteplan, Peil
Banjir, Rekomendasi Proteksi Kebakaran, Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Operasional dari

Dinas Pendidikan Kota Bekasi;

Memperhatikan dan menjaga keamanan, ketertiban,
kebersihan serta keindahan lingkungan.

Rekomendasi sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini
berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan
akan gugur dengan sendirinya apabila telah habis masa
berlakunya atau pengurus Yayasan Putra Asih Malida tidak
mampu melaksanakannya -

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan
sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal : 01 Pebruari 2010

Smbma Utama Muda
NIP, 010 081 931

Yth. 1. Walikota Bekasi (sebagai Laporan);
2. Wakil Walikota Bekasi (sebagai Laporan);

3. Inspektorat Kota Bekasi;

4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;

5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
6. Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi: ’

7. Kelurahan Jatirasa Kota Bekasi.



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

J1. Lapangah Bekasi Tengah No. 2 Tel. : 021 — 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

SURAT TUGAS
NOMOR : 800/528 - Dik -2

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

TMENUGASKAN :
Kepada:
] L] . .
I b i NP T L  JABATAN ] UNITKERJA
1. | Drs. H. Dedi Djunaedi, MPd Kepala Bidang Dikmen Disdilc
P 1e500576108g031006 o cf . U o] NOMO Bekasi
2. | Drs. Jojo Senjaya Kasl. Kelembagaan Bidang Disdik
] NIP. 196312051994031007 Dikmen Kota Bekasi
3. | Drs. H. Agus Enap, MPd Kasi Kurikulum Bidang Disdik
NIP. 196904201996031005 Dikmen Kota Bekasi
4. | Drs. Mumu Untung Kurnia Pengawas SMK Disdik
i NIP. 196310041989101001 Kota Bekasi
5. | Drs. H, Asep Moh Abi Musyadiq Peangawas SMK Disdik
NIP. 196006281987031006 Kota Bekasi
6. | Sujoyo ! Pelaksana Bidang Dikmen Disdik
NIP. 196303231983031006 Kota Bekasi
Untuk : Melaksanakan Studi Kelayalkan Pembukaan Sekolah dan
Program Keahlian Baru SMK. c
Hari : Rabu
Tanggal : 03 Maret 2010
Pukul . 08.00 WIB s.d selesai
Tempat 11, SMK Malidar

2. SMK Teratai Putih Global |
3. SMK Teratai Putih Global 4
4. SMKN 2 Kota Bekasi.

Demikian surat tugas ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya
setelah dilaksanakan.

. Dikeluarkan di Bekasi
ada t_.al;nglg‘,all 01 Maret 2010

) KEPALAD

INAS PENDIDIKAN. KOTA BEKAS!

I}

Drs. H. KODRATO, MM. MBA
Pembina Utama Muda
NIP, 195406091974031005




